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MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang:

Mengingat:

REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24

dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006
tentang Jalan dan untuk mewujudkan jalan yang
memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan,
kelancaran arus penumpang dan barang, dan jaringan
jalan yang berkelanjutan perlu disusun ketentuan
mengenai persyaratan teknis jalan dan perencanaan
teknis jalan;

. bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan pengaturan sehingga perlu diganti;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat tentang Persyaratan Teknis Jalan dan
Perencanaan Teknis Jalan;

. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
40);

. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT TENTANG PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN
PERENCANAAN TEKNIS JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi
segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung,
bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada
permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan
air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu
lintas umum.

Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu
lintas dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan
tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi
dengan pagar ruang milik Jalan.

Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis untuk
menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam
melayani lalu lintas dan angkutan Jalan.

Kriteria Perencanaan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis
yang menjadi dasar perencanaan teknis Jalan.

Preservasi Jalan adalah kegiatan penanganan Jalan untuk
mempertahankan kondisi Jalan agar tetap berfungsi secara
optimal melayani lalu lintas hingga mencapai umur
rencana.
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Keselamatan Jalan adalah pemenuhan fisik elemen Jalan
terhadap persyaratan teknis Jalan dan kondisi lingkungan
Jalan yang menghindarkan atau tidak menjadi sebab
terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Jalur Penghentian Darurat adalah jalur yang disediakan
pada Jalan yang memiliki turunan tajam dan panjang
untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju
kendaraan jika mengalami kegagalan fungsi sistem
pengereman.

Lajur Pendakian adalah lajur yang digunakan untuk
kendaraan berat berkecepatan rendah pada Jalan mendaki.
Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan
Jalan sesuai dengan kewenangannya.

Bangunan Pelengkap Jalan adalah bangunan untuk
mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang
dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.

Jalur adalah bagian Jalan yang dipergunakan untuk lalu
lintas kendaraan.

Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau
tanpa marka Jalan yang memiliki lebar cukup untuk
dilewati satu kendaraan.

Audit keselamatan Jalan adalah pemeriksaan aktivitas dan
prosedur terkait Pembangunan Jalan terhadap standar dan
kriteria teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pengguna Jalan.

Pasal 2

Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan
diberlakukan untuk Jalan Umum dalam pembangunan Jalan
baru dan Preservasi Jalan.

Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dilakukan berdasarkan pada Kriteria Perencanaan Teknis

Jalan agar Jalan yang direncanakan memenuhi Persyaratan
Teknis Jalan.

BAB II
PERSYARATAN TEKNIS JALAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan.
Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

FER Q0 O

kecepatan rencana;

lebar badan Jalan;

kapasitas Jalan;

Jalan masuk;

persimpangan sebidang;

Bangunan Pelengkap Jalan;

perlengkapan Jalan;

penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya; dan
ketidakterputusan.
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Bagian Kedua
Kecepatan Rencana

Pasal 4
Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf a merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari
Perencanaan Teknis Jalan.
Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Perencanaan Teknis Jalan dengan
mempertimbangkan minimal fungsi Jalan, kelas Jalan, dan
kapasitas rencana.
Kecepatan rencana ditentukan berdasarkan Persyaratan
Teknis Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis
Jalan sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Dalam hal kecepatan rencana menurut Persyaratan Teknis
Jalan tidak terpenuhi, kecepatan rencana dapat diturunkan
atas dasar pertimbangan keselamatan.

Bagian Ketiga
Lebar Badan Jalan

Pasal 5
Lebar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf b merupakan ukuran dari bagian ruang manfaat
Jalan yang terdiri atas:
a. jalur lalu lintas;
b. bahu Jalan;
c. median; dan
d. pemisah lajur.
Lebar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan dengan mempertimbangkan minimal fungsi Jalan,
kelas Jalan, dan kapasitas rencana.
Lebar badan Jalan ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis
Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis Jalan
dan Ilustrasi Konfigurasi Potongan Melintang Badan Jalan
sebagaimana termuat dalam Lampiran I dan Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 6
Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a merupakan suatu bagian dari Jalan yang digunakan
oleh lalu lintas kendaraan, baik 1 (satu) arah maupun 2 (dua)
arah dan terdiri atas minimal 1 (satu) lajur lalu lintas.
Jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperuntukkan bagi kendaraan serta dapat dilengkapi dengan
lajur khusus sepeda motor, lajur sepeda, dan lajur angkutan
massal berbasis Jalan.
Dalam hal arus lalu lintas terdapat kendaraan berat
berkecepatan rendah dengan komposisi tertentu, disediakan
lajur pendakian.
Lebar jalur lalu lintas ditentukan berdasarkan Persyaratan
Teknis Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis
Jalan sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 7

Bahu Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

huruf b merupakan suatu bagian dari Jalan yang berfungsi

sebagai lajur darurat dan pendukung lateral konstruksi
perkerasan Jalan.

Bahu Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:

a. muka perkerasan bahu Jalan rata dengan muka perkerasan
lajur lalu lintas;

b. diperkeras dengan perkerasan tidak berpenutup atau
berpenutup yang berkekuatan tidak boleh kurang dari 10%
lalu lintas lajur rencana, atau sama dengan lalu lintas yang
diperkirakan akan menggunakan bahu Jalan (diambil yang
terbesar);

c. pada Jalan Bebas Hambatan harus diperkeras seluruhnya
dengan perkerasan berpenutup lebih besar dari 60% (enam
puluh persen) dari kekuatan perkerasan lajur lalu lintas
yang berdasarkan perhitungan beban; dan

d. diberi kemiringan melintang untuk menyalurkan air hujan
yang mengalir melalui permukaan bahu Jalan.

Lebar bahu Jalan ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis

Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis Jalan

sebagaimana termuat dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8
Median sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c
merupakan bagian dari Jalan Bebas Hambatan dan Jalan raya
yang berfungsi untuk memisahkan arus lalu lintas yang
berlawanan arah.
Median sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. median yang ditinggikan; dan
b. median yang direndahkan.
Lebar median Jalan ditentukan berdasarkan Persyaratan
Teknis Jalan yang tercantum dalam Tabel Persyaratan Teknis
Jalan sebagaimana termuat dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9
Pemisah lajur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf d merupakan bagian Jalan yang digunakan untuk
memisahkan arus lalu lintas searah yang memiliki perbedaan
fungsi Jalan, kelas Jalan, kecepatan rencana, kecepatan
operasional, dan/atau peruntukan jenis kendaraan yang
diizinkan beroperasi.
Pemisah lajur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. marka garis tepi;
b. bahu dalam; dan
c. bagian bangunan yang ditinggikan.
Lebar pemisah lajur diukur sesuai dengan jarak antarsisi
dalam marka garis tepi.
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Bagian Keempat
Kapasitas Jalan

Pasal 10

Kapasitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf ¢ merupakan kemampuan maksimum suatu ruas Jalan
untuk melayani arus lalu lintas.

Nilai kapasitas rencana suatu ruas Jalan untuk setiap tipe
Jalan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan yang tercantum
dalam Tabel Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana termuat
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Jalan Masuk

Pasal 11
Jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf d merupakan bukaan dari jalur lambat ke jalur utama.
Jalur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Jalan arteri sekunder atau Jalan kolektor sekunder.
Jalur lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
jalur yang sejajar dengan jalur utama yang terletak di samping
kiri dan/atau samping kanannya dan dibatasi oleh jalur
pemisah yang dilengkapi bukaan dengan jarak antarbukaan
tertentu.
Jalur lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi
untuk memfasilitasi kendaraan dari Jalan lokal, Jalan
lingkungan, atau akses persil menuju jalur utama.
Jarak antarbukaan dari jalur lambat ke jalur utama ditentukan
berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan yang tercantum dalam
Tabel Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana termuat dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Jarak antarbukaan dari jalur lambat ke jalur wutama
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan lain
atas persetujuan penyelenggara Jalan.

Bagian Keenam
Persimpangan Sebidang

Pasal 12

Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf e merupakan pertemuan 2 (dua) ruas Jalan atau
lebih dalam 1 (satu) bidang.

Pengaturan lalu lintas pada persimpangan sebidang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengaturan
prioritas, pengaturan dengan bundaran, atau pengaturan
dengan alat pemberi isyarat lalu lintas.

Dalam hal pengaturan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah tidak mampu
mengatasi permasalahan lalu lintas di persimpangan sebidang,
penanganannya dilakukan melalui pembangunan
persimpangan tak sebidang.
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Jarak antarpersimpangan sebidang paling dekat ditentukan
berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan yang tercantum dalam
Tabel Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana termuat dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh
Bangunan Pelengkap Jalan

Pasal 13
Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf f berfungsi sebagai jalur lalu lintas,
pendukung konstruksi Jalan, atau fasilitas lalu lintas dan
fasilitas pendukung pengguna Jalan.

Pasal 14
Sebagai jalur lalu lintas, Bangunan Pelengkap Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa:
a. jembatan;
b. lintas atas;
c. lintas bawah;
d. terowongan; dan
e. jalan layang
Berdasarkan aspek kompleksitas struktur dan teknologi,
Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. Bangunan Pelengkap Jalan standar; dan
b. Bangunan Pelengkap Jalan khusus.
Persyaratan Teknis Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur secara terperinci dalam Tabel
Persyaratan Teknis Bangunan Pelengkap Jalan yang berfungsi
sebagai jalur lalu lintas sebagaimana termuat dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 15
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a merupakan bangunan Jalan yang melintasi sungai,
melintasi lembah, atau menghubungkan 2 (dua) bukit.
Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
a. memiliki lebar jalur lalu lintas yang sama dengan lebar jalur
lalu lintas pada ruas Jalan;
b. dilengkapi dengan lajur tepian dalam hal tidak terdapat
bahu Jalan;
c. dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan
darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan; dan
d. pada Jalan arteri dan Jalan kolektor, lebar badan Jalan
pada jembatan sama dengan lebar badan Jalan pada ruas
Jalan di luar jembatan.
Jalur transisi dari ruas Jalan ke Jembatan harus memenuhi
ketentuan mengenai geometrik Jalan.
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Pasal 16
Lintas atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf b merupakan bangunan Jalan yang melintasi Jalan lalu
lintas.
Lintas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
a. dilengkapi dengan lajur tepian dalam hal tidak terdapat
bahu Jalan; dan
b. dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan
darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan.

Pasal 17
Lintas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf ¢ merupakan bangunan Jalan yang melintas di bawah
Jalan yang lain.
Lintas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
a. dilengkapi dengan lajur tepian dalam hal tidak terdapat
bahu Jalan; dan
b. dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan
darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan.

Pasal 18
Terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf d merupakan bangunan Jalan yang melintas di bawah
permukaan tanah.
Terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
a. memiliki ruang yang memadai untuk dapat menampung
semua fasilitas terowongan; dan
b. dilengkapi trotoar untuk pejalan kaki dalam keadaan
darurat dan untuk akses bagi petugas pemeliharaan.

Pasal 19
Jalan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf e merupakan bangunan Jalan yang melintas di atas
permukaan tanah.
Jalan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
a. dilengkapi dengan lajur tepian dalam hal tidak terdapat
bahu Jalan; dan
b. dilengkapi dengan trotoar untuk pejalan kaki dalam
keadaan darurat dan untuk akses bagi petugas
pemeliharaan.

Pasal 20
Sebagai pendukung konstruksi Jalan, Bangunan Pelengkap
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
a. saluran tepi Jalan;
b. gorong-gorong; dan
c. dinding penahan tanah.
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Pasal 21

Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

huruf a merupakan saluran untuk menampung dan

mengalirkan air hujan atau air yang ada di permukaan Jalan,
bahu Jalan, daerah tangkapan air hujan dan jalur lainnya,
serta air dari drainase di bawah muka Jalan di sepanjang ruas

Jalan.

Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:

a. berupa galian tanah biasa atau diperkeras;

b. dalam hal saluran tepi jalan berfungsi sebagai bagian dari
ruang bebas Jalan, kemiringannya disesuaikan dengan
konsep Jalan berkeselamatan;

c. berupa saluran tepi Jalan tipe tertutup untuk wilayah yang
banyak dilalui pejalan kaki; dan

d. memiliki dimensi dengan kemampuan mengalirkan debit air
maksimal.

Pasal 22

Gorong-gorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b
merupakan saluran air yang melintang di bawah permukaan
Jalan yang berfungsi mengalirkan air dari saluran tepi Jalan
yang satu ke saluran tepi Jalan yang lainnya.
Gorong-gorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
a. memiliki usia pelayanan minimal 20 (dua puluh) tahun;
b. mudah pemeliharaannya; dan
c. konstruksi kepala gorong-gorong tidak membahayakan

pengguna Jalan.
Dalam hal gorong-gorong difungsikan juga sebagai penampung
air dari drainase/saluran alam lingkungan, dimensi gorong-
gorong harus mempertimbangkan volume air tambahan yang
ditampung.

Pasal 23

Dinding penahan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
huruf ¢ merupakan bangunan yang digunakan untuk
menyokong dan/atau melindungi badan Jalan yang berada di
lereng atau di bawah permukaan badan Jalan yang mampu
menahan beban.
Dinding penahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
a. berupa struktur penahan tanah yang memiliki kekuatan

sesuai dengan umur rencana;
b. mudah pemeliharaannya; dan
c. dilengkapi sistem drainase.

Pasal 24
Sebagai fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna
Jalan, Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 terdiri atas:
gerbang tol;
jembatan penyeberangan pejalan kaki;
terowongan penyeberangan pejalan kaki;
pulau Jalan;
trotoar;

oo
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f. tempat parkir;
g. teluk bus; dan
h. jalur penghentian darurat.

Pasal 25

Gerbang Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a

merupakan bangunan gardu yang diperuntukkan bagi

kendaraan pengguna Jalan tol membayar biaya tol.

Gerbang Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:

a. memiliki peralatan dan bangunan tempat pembayaran
sesuai dengan metode yang berlaku dan lajur lalu lintas
kendaraan;

b. memiliki kekuatan bangunan untuk melayani pembayaran
Jalan tol selama masa konsesi; dan

c. dilengkapi dengan perlengkapan Jalan untuk keselamatan
lalu lintas.

Pasal 26

Jembatan penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 huruf b merupakan bangunan jembatan yang

diperuntukkan bagi pejalan kaki untuk menyeberang dari satu
sisi Jalan ke sisi Jalan yang lainnya.

Jembatan penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan

sebagai berikut:

a. memiliki umur rencana minimal 75 (tujuh puluh lima)
tahun;

b. dilengkapi dengan pagar;

c. dilengkapi dengan penerangan yang memadai,

d. dilengkapi dengan tangga dan bordes serta fasilitas yang
memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas;
dan

e. ditempatkan pada lokasi yang sesuai dengan kebutuhan
pejalan kaki.

Pasal 27

Terowongan penyeberangan pejalan kaki sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf ¢ merupakan bangunan
terowongan melintang di bawah permukaan Jalan yang
diperuntukkan bagi pejalan kaki yang menyeberang dari satu
sisi Jalan ke sisi Jalan yang lainnya.
Terowongan penyeberangan pejalan kaki sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Teknis
Jalan sebagai berikut:
a. dibangun dengan konstruksi yang sesuai dengan umur
rencana;
mudah pemeliharaannya;
dilengkapi dengan penerangan yang memadai;
lebar jalur pejalan kaki minimal 2,5 (dua koma lima) meter;
tinggi ruang bagi pejalan kaki paling rendah 3 (tiga) meter;
terowongan penyeberangan pejalan kaki dilengkapi fasilitas
yang memberikan kemudahan akses bagi penyandang
disabilitas; dan
g. tersedia fasilitas sistem aliran udara dan drainase sesuai

dengan kebutuhan.

o pe o
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Terowongan penyeberangan pejalan kaki sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan lajur sepeda.

Dalam hal terowongan penyeberangan pejalan kaki dilengkapi

dengan lajur sepeda harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan

sebagai berikut:

a. dibangun dengan konstruksi yang sesuai dengan umur

rencana,;

mudah pemeliharaannya;

dilengkapi dengan penerangan yang memadai;

lebar jalur pejalan kaki minimal 2,5 (dua koma lima) meter;

lebar jalur sepeda minimal 1,5 (satu koma lima) meter;

tinggi ruang bagi pejalan kaki paling rendah 3 (tiga) meter;

terowongan penyeberangan pejalan kaki dilengkapi fasilitas

yang memberikan kemudahan akses bagi penyandang

disabilitas; dan

h. tersedia fasilitas sistem aliran udara dan drainase sesuai
dengan kebutuhan.

@m0 T

Pasal 28

Pulau Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d

merupakan bangunan di jalur lalu lintas yang ditinggikan atau

muka perkerasan yang diberi marka serong (chevron) yang tidak
dilalui oleh kendaraan bermotor dan berfungsi sebagai kanal
yang memisahkan dan mengarahkan arus lalu lintas.

Pulau Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:

a. dibangun dengan konstruksi yang sesuai dengan umur
rencana;

b. mudah pemeliharaannya;

c. sisi luar bangunan pulau Jalan yang ditinggikan
menggunakan kereb;

d. bagian dari pulau Jalan yang ditinggikan terdiri atas marka
garis, marka serong (chevron), lajur tepian, dan bangunan
yang ditinggikan; dan

e. dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas penyeberang Jalan dan
fasilitas lainnya sepanjang tidak mengganggu fungsi Jalan.

Pasal 29

Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e

merupakan bangunan yang ditinggikan sepanjang tepi Jalan

yang diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:

a. lebar paling kecil 1,85 (satu koma delapan lima) meter;

b. dibangun dengan konstruksi yang sesuai dengan umur
rencana;

c. mudah pemeliharaannya;

d. bagian atas trotoar harus diberi perkerasan dan bagian sisi
dalam trotoar harus diberi kereb; dan

e. memperhatikan keselamatan pejalan kaki dan aksesibilitas
bagi penyandang disabilitas.

Pasal 30
Tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f
merupakan bangunan yang diperuntukkan bagi kendaraan
berhenti.
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Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:

a. berada di luar badan Jalan untuk Jalan Arteri Primer
dan/atau Kolektor Primer;

b. berada pada bahu Jalan untuk Jalan lokal dalam hal
keterbatasan ruang; dan

c. dilengkapi dengan marka dan rambu.

Pasal 31
Teluk bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g
merupakan bangunan di sisi Jalan berbentuk teluk yang
berada di luar jalur lalu lintas dan dapat dilengkapi dengan
halte.
Teluk bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
a. dibangun pada ruas Jalan yang dilewati trayek angkutan
bus umum;
b. jarak antarteluk bus ditetapkan dengan mempertimbangkan
kelancaran arus lalu lintas;
c. dilengkapi trotoar; dan
d. perkerasan Jalan pada teluk bus mampu menahan beban
minimal 2 (dua) kali beban kendaraan bus.

Pasal 32

Jalur Penghentian Darurat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 huruf h merupakan jalur khusus di sisi Jalan yang

berfungsi sebagai peredam laju kendaraan bermotor roda 4

(empat) hingga truk bermuatan berat yang mengalami

kegagalan fungsi sistem pengereman saat melewati Jalan

menurun.

Jalur Penghentian Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:

a. marka dan rambu dipasang di daerah transisi antara lajur
lalu lintas normal dan lajur darurat;

b. terdiri atas lajur pendekat, landasan penghenti (arrester
beds), lajur tambahan (service load), marka, dan rambu;

c. pemilihan tipe Jalur Penghentian Darurat bergantung pada
situasi dan kondisi lapangan; dan

d. dipasang pagar penyerap energi di ujung Jalur Penghentian
Darurat dalam hal kendaraan hilang kendali direncanakan
tidak dapat sepenuhnya diperlambat oleh lajur pendekat
dan landasan penghenti.

Bagian Kedelapan
Perlengkapan Jalan

Pasal 33
Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf g merupakan alat yang digunakan dalam
pengoperasian Jalan yang berkaitan langsung atau tidak
langsung dengan pengguna Jalan.

Pasal 34
Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna
Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas:
a. perlengkapan Jalan wajib; dan
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b. perlengkapan Jalan tidak wajib.

Perlengkapan Jalan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan
rambu Jalan, marka Jalan, dan alat pemberi isyarat lalu
lintas;

b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu
dan tanda lain;

c. patok lalu lintas (delineator); dan

d. fasilitas pejalan kaki di Jalan.

Perlengkapan Jalan tidak wajib sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b berupa lampu penerangan Jalan Umum yang

dipasang pada tiang yang berada di sisi luar badan Jalan
dan/atau pada bagian tengah median Jalan.

Lampu penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menjadi perlengkapan Jalan wajib pada:

a. arteri primer dan kolektor primer 1 yang masuk ke wilayah

perkotaan;

arteri dan kolektor sekunder;

Jalan tol;

trotoar;

persimpangan;

tempat parkir; dan

daerah dengan jarak pandang yang terbatas.

@ oo Ao o

Pasal 35
Patok lalu lintas (delineator) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (2) huruf ¢ berfungsi sebagai pemberi petunjuk
arah yang aman dan batas jalur Jalan.
Patok lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
a. dipasang pada sisi luar badan Jalan dengan jarak
antarpatok lalu lintas paling jauh 25 (dua puluh lima) meter;
b. terbuat dari bahan yang tidak membahayakan kendaraan;
dan
c. dilengkapi dengan bahan bersifat reflektif.

Pasal 36
Perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan
pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri
atas:
pagar pengaman;
patok kilometer dan patok hektometer;
patok ruang milik Jalan;
pagar Jalan;
peredam silau;
peredam suara dan
tempat istirahat.

@eo a0 o

Pasal 37
Pagar pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf
a berfungsi sebagai pelindung pengguna Jalan dari objek yang
membahayakan lalu lintas.
Pagar pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
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a. memiliki kemampuan untuk meminimalisasi kerusakan
kendaraan dan fatalitas terhadap pengguna kendaraan;

b. dipasang pada tepi luar badan Jalan; dan

c. diberi warna dan tanda yang bersifat reflektif.

Pasal 38

Patok kilometer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf

b merupakan patok yang memuat informasi mengenai panjang

Jalan dan/atau jarak dari kota atau simpul tertentu.

Patok hektometer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf

b merupakan patok yang memuat informasi mengenai panjang

Jalan dan/atau jarak dari patok kilometer tertentu.

Patok kilometer dan patok hektometer sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi Persyaratan Teknis

Jalan sebagai berikut:

a. patok kilometer dipasang setiap 1 (satu) kilometer dan
patok hektomer dipasang di antara patok kilometer setiap
100 (seratus) meter;

b. dipasang di sisi luar badan Jalan, di luar saluran tepi, atau
di ambang pengaman rumaja;

c. memiliki jarak paling dekat 0,6 (nol koma enam) meter dari
marka tengah Jalan, dalam hal dipasang pada median
Jalan; dan

d. penyediaannya memperhatikan unsur keselamatan
pengguna Jalan.

Pasal 39

Patok ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36
huruf ¢ merupakan patok pembatas antara lahan milik Jalan
yang dikuasai oleh penyelenggara Jalan dan lahan di luar
ruang milik Jalan.
Patok ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
a. dipasang setiap 50 (lima puluh) meter pada kedua sisi Jalan;

dan
b. terbuat dari beton atau besi.

Pasal 40

Pagar Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf d
merupakan bangunan penghalang yang berfungsi sebagai
pelindung objek tertentu dan/atau pengatur pergerakan
pengguna Jalan.

Pagar Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan, yaitu terbuat dari beton
atau besi.

Pasal 41

Bangunan peredam silau sebagaimana dimaksud pada Pasal
36 huruf e berfungsi sebagai pelindung atau penghalang mata
pengemudi dari silau sinar lampu kendaraan pada arah yang
berlawanan.

Bangunan peredam silau sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan, yaitu ditempatkan
di bagian tengah median pada lokasi yang berpotensi
menimbulkan silau bagi pengemudi di Jalan Bebas Hambatan
atau Jalan Raya.
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Pasal 42
Bangunan peredam suara sebagaimana dimaksud pada Pasal
36 huruf f berfungsi sebagai pelindung objek tertentu terhadap
kebisingan akibat arus lalu lintas.
Bangunan peredam suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan, yaitu ditempatkan
pada bagian paling luar ruang milik Jalan.

Pasal 43
Tempat istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf
g merupakan tempat yang berfungsi sebagai pemberhentian
sementara bagi pengendara dan kendaraannya.
Tempat istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan sebagai berikut:
a. memiliki akses masuk dan keluar; dan
b. dilengkapi minimal dengan tempat parkir dan toilet.

Bagian Kesembilan
Penggunaan Jalan sesuai dengan Fungsinya

Pasal 44
Penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h diatur sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Ketidakterputusan

Pasal 45

Ketidakterputusan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf i merupakan keterhubungan antarpusat
kegiatan pada tingkat nasional dengan tingkat regional secara
berkesinambungan.

Ketidakterputusan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diterapkan pada Jalan arteri primer dan Jalan kolektor
primer yang memasuki wilayah perkotaan.

BAB III
PERENCANAAN TEKNIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46
Perencanaan Teknis menghasilkan dokumen rencana teknis
yang menggambarkan produk yang ingin diwujudkan.
Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. perencanaan teknis Jalan;
b. perencanaan teknis jembatan; dan
c. perencanaan teknis terowongan.
Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan dengan mempertimbangkan:
a. kekuatan dan stabilitas;
b. kemudahan dalam pelaksanaan;
c. kenyamanan dan keselamatan;
d. keekonomisan; dan
e. estetika.
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Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh perencana teknis dan disetujui oleh
penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya atau
pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Perencanaan Teknis Jalan

Pasal 47
Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 ayat (3) huruf a minimal memenuhi ketentuan teknis
mengenai:
a. ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang
pengawasan Jalan;
dimensi Jalan;
muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;
persyaratan geometrik Jalan;
konstruksi Jalan;
konstruksi bangunan pelengkap;
perlengkapan Jalan;
. ruang bebas; dan
i. kelestarian lingkungan hidup.
Perencanaan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
a. perencanaan teknis awal; dan
b. perencanaan teknis akhir.
Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a tidak dilakukan dalam preservasi Jalan.

500 a0 o

Pasal 48

Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 47

ayat (2) huruf a merupakan proses penetapan alternatif

alinemen dan pemilihan alinemen terbaik Jalan yang akan
dibangun.

Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. prastudi kelayakan; dan

b. studi kelayakan.

Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a tidak dilakukan pada pekerjaan dengan kriteria:

bukan merupakan proyek strategis;

mempunyai ketidakpastian dan risiko yang rendah;

memiliki alternatif rute terbatas;

tidak memerlukan pemrioritasan pelaksanaan karena

keterbatasan dana; dan/atau

e. tidak disyaratkan oleh pemberi kerja.

Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a meliputi:

a. perumusan kebijakan perencanaan yang meliputi kajian
terhadap kebijakan dan sasaran perencanaan, lingkungan
dan penataan ruang, serta pengadaan tanah;

b. pengkajian terhadap kondisi eksisting pada wilayah studi,
termasuk melakukan kajian terhadap dampak yang
mungkin timbul untuk setiap solusi yang diusulkan;

c. pengambilan data fisik, ekonomi, dan lingkungan serta
identifikasi lokasi rawan bencana; dan

oo

jdih.pu.go.id



(S)

(1)

(2)

(1)

(2)

-17 -

d. pengembangan dan perbandingan alternatif koridor untuk
dipilih.

Studi kelayakan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b meliputi:

a. perumusan kebijakan perencanaan yang meliputi kajian
terhadap kebijakan dan sasaran perencanaan, lingkungan
dan penataan ruang, serta pengadaan tanah;

b. pengkajian terhadap kondisi eksisting pada wilayah studi,
termasuk melakukan kajian terhadap dampak yang
mungkin timbul untuk setiap solusi yang diusulkan;

c. pengambilan data fisik, ekonomi, dan lingkungan serta
identifikasi lokasi rawan bencana;

d. prediksi hasil analisis kuantitatif untuk setiap alternatif
solusi;

e. pengkajian penggunaan alternatif teknologi dan standar
yang berkaitan dengan kebutuhan proyek; dan

f. perbandingan alternatif solusi pada koridor yang terpilih
pada prastudi kelayakan.

Pasal 49
Perencanaan teknis akhir (final engineering design)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b
merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis
terperinci yang didasarkan atas hasil studi komparasi alternatif
solusi pada koridor yang terpilih.
Perencanaan teknis akhir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas:
a. dokumen rencana teknis terperinci yang telah
memperhitungkan metode pelaksanaan dan spesifikasi;
b. audit keselamatan Jalan tahap perencanaan teknis; dan
c. integrasi hasil audit keselamatan Jalan tahap perencanaan
teknis dan hasil kajian lingkungan dengan perencanaan
teknis terperinci yang menjadi rencana teknis akhir.

Bagian Ketiga
Perencanaan Teknis Jembatan

Pasal 50
Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (2) huruf b minimal memenuhi persyaratan teknis
Jalan dan ketentuan teknis lain mengenai:
ruang bebas;
dimensi Jalan pada jembatan;
beban rencana;
persyaratan geometrik Jalan pada jembatan;
konstruksi jembatan;
perlengkapan Jalan pada jembatan; dan
g. kelestarian lingkungan hidup.
Perencanaan teknis jembatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur secara terperinci dalam ketentuan teknis yang
ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

MO0 o
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Bagian Keempat
Perencanaan Teknis Terowongan

Pasal 51
Perencanaan teknis terowongan minimal memenuhi ketentuan
teknis pengoperasian dan pemeliharaan, keselamatan, serta
penanganan keadaan darurat.
Perencanaan teknis terowongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) minimal memenuhi persyaratan teknis Jalan dan
ketentuan teknis lain mengenai:
ruang bebas;
dimensi Jalan pada terowongan;
beban rencana;
persyaratan geometrik Jalan pada terowongan;
konstruksi Jalan pada terowongan;
konstruksi terowongan;
perlengkapan Jalan pada terowongan; dan
kelestarian lingkungan hidup.
Perencanaan teknis terowongan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur secara terperinci dalam ketentuan teknis yang
ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

R e 00 o

Bagian Kelima
Perencanaan Teknis Preservasi Jalan

Pasal 52
Perencanaan teknis Preservasi Jalan meliputi:
a. perencanaan Preservasi jalan; dan
b. perencanaan Preservasi jembatan.
Perencanaan Preservasi jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.
Perencanaan Preservasi jembatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemeliharaan berkala; dan
b. rehabilitasi.
Perencanaan teknis Preservasi Jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur secara terperinci dalam ketentuan teknis
yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

BAB IV
KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53
Kriteria Perencanaan Teknis mencakup:
a. kriteria perencanaan teknis Jalan baru; dan
b. kriteria perencanaan teknis Preservasi Jalan.
Dalam hal keterbatasan biaya, Persyaratan Teknis Jalan dalam
Kriteria Perencanaan Teknis pembangunan Jalan baru dapat
dilaksanakan secara bertahap.
Persyaratan Teknis Jalan dalam Kriteria Perencanaan Teknis
Preservasi Jalan disesuaikan dengan kebutuhan dan sumber
daya.
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Bagian Kedua
Kriteria Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Baru

Pasal 54
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan pada Pembangunan Jalan
Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a
terdiri atas:
a. fungsi Jalan;
b. kelas Jalan;
c. ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang
pengawasan Jalan;
dimensi Jalan;
muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas
Jalan;
persyaratan geometrik Jalan;
konstruksi Jalan;
konstruksi Bangunan Pelengkap Jalan;
perlengkapan Jalan;
ruang bebas Jalan; dan
kelestarian lingkungan hidup.
Kr1ter1a Perencanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk setiap pelaksanaan Perencanaan Teknis Jalan harus
ditetapkan pada awal perencanaan sesuai dengan maksud dan
tujuan pembangunan Jalan.

o

Pasal 55
Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
huruf a terdiri atas:
Jalan arteri primer;
Jalan kolektor primer;
Jalan lokal primer;
Jalan lingkungan primer;
Jalan arteri sekunder;
Jalan kolektor sekunder;
Jalan lokal sekunder; dan
Jalan lingkungan sekunder.

Pasal 56
Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
huruf b terdiri atas:
a. spesifikasi penyediaan prasarana Jalan; dan
b. kelas penggunaan Jalan.
Kelas Jalan sesuai dengan spesifikasi penyediaan prasarana
Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
1 (satu) dari 4 (empat) kategori spesifikasi penyediaan
prasarana Jalan yang sesuai dengan tujuan perencanaan:
a. Jalan bebas hambatan;
b. Jalan raya;
c. Jalan sedang; dan
d. Jalan kecil.
Kelas Jalan sesuai kelas penggunaan Jalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih 1 (satu) dari 4 (empat)
kelas penggunaan Jalan sesuai dengan tujuan perencanaan:
Jalan kelas I;
Jalan kelas II;
Jalan kelas III; dan
Jalan kelas khusus.

B0 0 Q0 o
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Pasal 57

Ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang
pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) huruf ¢ merupakan ukuran lebar yang ditetapkan sesuai
dengan maksud perencanaan dan mengacu pada Tabel
Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana termuat dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 58
Dimensi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1)
huruf d merupakan ukuran lebar bagian-bagian Jalan yang
terdiri atas:
a. jalur lalu lintas;
b. bahu Jalan; dan/atau
c. median.
Ukuran lebar bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan Tabel Persyaratan
Teknis Jalan sebagaimana termuat dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

Pasal 59
Muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 ayat (1) huruf e ditetapkan berdasarkan kelas Jalan
menurut penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan Jalan.

Pasal 60
Volume lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) huruf e dibedakan menjadi:
a. volume lalu lintas untuk perencanaan geometrik Jalan; dan
b. volume lalu lintas untuk perencanaan perkerasan Jalan.
Volume lalu lintas untuk perencanaan geometrik Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
volume lalu lintas harian rata-rata tahunan kendaraan tahun
berjalan yang diproyeksikan sesuai dengan umur rencana dan
faktor pertumbuhan lalu lintas.
Volume lalu lintas untuk perencanaan perkerasan Jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
jumlah kumulatif beban lalu lintas kendaraan yang
diperkirakan akan menggunakan Jalan sesuai dengan umur
rencana.

Pasal 61
Kapasitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) huruf e merupakan jumlah arus lalu lintas kendaraan yang
paling tinggi yang dapat dilayani oleh Jalan.

Pasal 62
Persyaratan geometrik Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1) huruf f ditentukan berdasarkan:
fungsi Jalan;
kelas Jalan;
kecepatan rencana; dan
volume lalu lintas rencana.

oo
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Persyaratan geometrik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar penetapan Kriteria Perencanaan Teknis
lainnya yang terdiri atas:

a. tipe Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana
Jalan;

jarak pandang henti;

lebar badan Jalan;

kelandaian melintang;

panjang bagian Jalan yang lurus paling besar;

panjang radius tikungan paling kecil;

besar superelevasi paling tinggi;

. besar tanjakan/turunan (grade) paling besar; dan

panjang kurva vertikal paling kecil.

PR 0 Q0o

Pasal 63

Konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat
(1) huruf g terdiri atas:
a. beban lalu lintas rencana; dan
b. konstruksi perkerasan Jalan yang meliputi:

1. tanah dasar;

2. lapis fondasi; dan

3. lapis penutup.
Dalam hal diperlukan, konstruksi perkerasan Jalan dapat
dilengkapi dengan lapis penopang yang berada di antara tanah
dasar dan lapis fondasi.
Konstruksi perkerasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berkekuatan sesuai dengan beban lalu lintas
rencana.

Pasal 64
Konstruksi Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 54 ayat (1) huruf h terdiri atas:
a. beban rencana; dan
b. kekuatan konstruksi bangunan yang sesuai dengan
karakteristik, spesifikasi, struktur, dan pemeliharaannya.

Pasal 65
Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1) huruf i merupakan jenis dan spesifikasi perlengkapan
Jalan.

Pasal 66
Ruang bebas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
ayat (1) huruf j merupakan ruang di sisi Jalan yang bebas dari
segala bangunan, penghalang, atau bentuk muka tanah yang
berpotensi membahayakan pengguna Jalan dan kendaraan,
sehingga memenuhi aspek keselamatan.
Penerapan ruang bebas  Jalan mempertimbangkan
ketersediaan lahan.
Ruang bebas Jalan diukur mulai dari marka garis tepi terluar
jalur lalu lintas dengan lebar sesuai dengan kecepatan rencana.
Penerapan ruang bebas Jalan berlaku pada daerah jurang atau
lereng dengan kedalaman lebih dari 5 (lima) meter.
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Pasal 67
Kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 ayat (1) huruf k merupakan kegiatan kajian
lingkungan yang menghasilkan rekomendasi pengelolaan
lingkungan hidup, yang dituangkan dalam dokumen
lingkungan hidup.
Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa:
a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
atau
b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
Dalam hal pembangunan Jalan di kawasan hutan, selain
menyediakan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), perencanaan teknis juga mempertimbangkan
rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang
terkait dengan penyediaan prasarana pelindungan satwa dan
tumbuhan yang dilindungi.

Bagian Ketiga
Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi Jalan

Pasal 68
Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi Jalan diberlakukan
untuk rehabilitasi dan rekonstruksi perkerasan lentur serta
rekonstruksi perkerasan kaku.
Kriteria Perencanaan Teknis wuntuk rehabilitasi Jalan
perkerasan lentur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. beban lalu lintas;
b. nilai kerataan permukaan (IRI);
c. nilai lendutan; dan
d. umur rencana.
Kriteria Perencanaan Teknis untuk rekonstruksi Jalan
perkerasan lentur dan perkerasan kaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. beban lalu lintas;
b. daya dukung tanah dasar; dan
C. umur rencana.

Pasal 69
Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi jembatan diberlakukan
untuk pemeliharaan berkala dan rehabilitasi.
Kriteria Perencanaan Teknis untuk Preservasi jembatan
meliputi:
a. kondisi elemen jembatan; dan
b. pengujian elemen struktur jembatan.
Selain Kriteria Perencanaan Teknis Preservasi jembatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rehabilitasi jembatan
direncanakan dengan mempertimbangkan pengembalian
kondisi elemen jembatan untuk mencapai umur layan.
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BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70
Dalam hal suatu Perencanaan Teknis Jalan tidak dapat
memenuhi Persyaratan Teknis Jalan yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri ini, maka Perencanaan Teknis Jalan dapat
dilakukan atas persetujuan Penyelenggara Jalan dengan tetap
mempertimbangkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran
pengguna Jalan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Teknis Jalan dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal
42, dan Pasal 43 diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh
unit organisasi yang melaksanakan tugas di bidang Jalan dan
jembatan.
Ketentuan Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan
Teknis Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14,
Pasal 57, dan Pasal 58 termuat dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Perencanaan Teknis Jalan yang masih berlangsung
dan/atau belum sampai pada tahap pelaksanaan
konstruksi mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini.

b. Perencanaan Teknis Jalan yang sudah sampai pada tahap
pelaksanaan konstruksi tetap mengikuti ketentuan dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan
Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 900).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang
Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis
Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
900), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2023

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 372

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Plt. Kepala Biro Hukum,

Mardi Parnowivoto, S.H.
NIP. 19660511 200312 1002
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LAMPIRAN I
PERATURAN

MENTERI

PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 5 TAHUN 2023

TENTANG

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN PERENCANAAN TEKNIS

JALAN

FUNGSI JALAN

Arteri dan Kolektor

Lokal

Arteri dan Kolektor

Lokal

Lokal dan Lingkungan

KELAS JALAN

I, II, III, Khusus

I, II, III, Khusus

11, 11

1

Jalur
Khusus

Pesepeda
ﬁ;ﬁifmil : :IIX;:EDIAAN JALAN RAYA (JLR) JALAN SEDANG (JSD) JALAN KECIL (JKC) Motor
TIPE JALAN 8/2-T 6/2-T 4/2-T 2/2-TT 2/2-TT 1/2-TT 1/1-TT
LEBAR JALUR LALU |Vp < 80 KpJd 2x14,00, 2x 10,50 | 2x 7,00 | 2x6,00 | 2 x 5,50 7,00 6,50 | 6,00 | 5,50 5,00 | 4,50 4 | 3,5 1,75
LINTAS, m Vp > 80 KpJ 2x15,00/2x11,25|2x7,50 | 2 x 7,00 - 7,00 - - - -
KAPASITAS Medan Datar 114.000 85.500 57.000 | 51.870 | 48.450 | 26.400 | 25.200 [24.000|22.400| 19.200 | 11.900 |6.000|3.000| 2.400
RENCANA, SMP/Hari; |Medan Bukit 111.000 83.250 55.500 | 50.505 | 47.175 | 25.500 | 24.400 |23.200|21.700| 18.600 | 11.500 |4.800|2.400| 1.600
paling tinggi Medan Gunung 108.000 81.000 54.000 | 49.140 | 45.900 | 24.700 | 23.500 |22.400(21.000| 18.000 | 11.100 |3.600|1.800| 900
KECEPATAN Medan Datar 60 - 100 50-80 | 40-60 | 60-80 | 60-70 |40-60|30-40| 20-40 | 15-30 15 - 30 15-30
RENCANA. KoJ Medan Bukit 50 - 100 40-80 | 30-60 | 50-70 | 45-60 [40-50{30-40| 25-40 |15-25 15-25 15-25

y B Medan Gunung 40 - 100 30-80 | 20-60 | 30-60 | 25-50 [20-40|20-30| 20-40 |10 -20 10 - 20 10 - 20
Rekonstruksi | Vp < 80 KpJ 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25
LEBAR |ial
JeLkera Vp > 80 KpJ;
BAHU |eksisting bgrpenutfp 1,00 1,00 - - - .
LUAR
paling Vb < 80 KpJ 1,00 1,00 1,00 0,50 0,25
kecil, m |Jalan baru Iy, 80 KpJ; 1,50 1,50
berpenutup ’ ’ ) ) )
LEBAR MEDIAN (Ly) Median Lebar median = 9,00 m, termasuk lebar bahu dalam - -
M —
O T - direndahkan Untuk Vp < 80 KpJ, Lebar bahu dalam = 1,00 m )
(lebar median Untuk Vp > 80 KpdJ, Lebar bahu dalam = 1,50 m
termasuk lebar bahu Untuk Vp < 60 Km/Jam, ada dua tipe: -
g:i?i;;iii;rﬁl:;f}i g[ificjllga;kan Tipe 1: Lebar median = 1,50 m; terdiri dari 0,50 m

bahu dalam)

bahu dalam kiri 0,50 m median ditinggikan setinggi

kereb; dan 0,50 m bahu dalam kanan
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FUNGSI JALAN Arteri dan Kolektor Lokal Arteri dan Kolektor Lokal Lokal dan Lingkungan Jalur

KELAS JALAN I, II, III, Khusus I I, II, III, Khusus II, 111 I Khusus
P d

SPESIFIKASI PENYEDIAAN JALAN RAYA (JLR) JALAN SEDANG (JSD) JALAN KECIL (JKC) ?\iilchra

PRASARANA JALAN

TIPE JALAN 8/2-T | 6/2-T | 4/2-T 2/2-TT 2/2-TT 1/2-TT 1/1-TT

Tipe 2: Lebar median = 1,80 m; terdiri dari 0,50 m
bahu dalam kiri, 0,80 m median yang dipakai lapak
penyeberang, dan 0,50 m bahu dalam kanan

Untuk Vp > 60 Km/Jam, ada satu tipe:

Lebar Median Total = 2,00; terdiri dari bahu dalam
kiri 0,75 m, median ditinggikan setinggi 1,10 m
berupa penghalang beton 0,50 m, dan bahu dalam
kanan 0,75 m

Arteri 32,00 25,00 18,00 16,00 14,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 - - -
LEBAR BADAN JALAN | Kolektor 32,00 25,00 18,00 16,00 14,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 - - -
paling kecil, m Lokal 32,00 25,00 18,00 16,00 14,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 | 5,50 | 5,00 3,50
Lingkungan - - - 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 7,00 | 5,50 | 5,00 2,25
RUMAJA Lebar, m 34,00 | 27,00 | 20,00 18,00 16,00 11,50 11,00 10,50 | 10,00 9,50 9,00 | 7,50 | 7,00 3,25
paling kecil, |Tinggi, m 5,00 5,00 5,00 5,00
m Dalam, m 1,50 1,50 1,50 1,50
> |RUMIJA Rekonstruksi 34,00 | 27,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 11,50 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,50 | 9,00 |7,50 | 7,00 | 6,00
= paling kecil, |Jalan Eksisting
j m Jalan Baru 36,00 29,00 25,00 25,00 25,00 15,00 15,00 12,50 | 11,00 11,00 11,00 |11,00|11,00| 7,00
p)
0] Arteri 15,00 15,00 10,00
Z
< Kolektor 5,00 5,00 5,00
£  |RUWASJA
= paling kecil, Lokal 3,00 3,00 3,00
= _ -
= ™ Jalan 2,00 2,00 2,00
o Lingkungan
% Jembatan 100,00 100,00 100,00
[y
LEBAR SALURAN TEPI JALAN
E paling kecil, m 1200 1,00 0,50
E LEBAR AMBANG RE L 1,00 atau sesuai kebutuhan 1,00 atau sesuai kebutuhan - -
paling kecil, m
KEMIRINGAN NORMAL 2,00 -
PERKERASAN JALAN, % 2,00 - 3,00 2,00 - 3,00 2,00 - 4,00 2,00 - 4,00 4.00
KEMIRINGAN BAHU JALAN, % 4,00 - 6,00 4,00 - 6,00 4,00 -6,001) 400 -
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FUNGSI JALAN Arteri dan Kolektor Lokal Arteri dan Kolektor Lokal Lokal dan Lingkungan Jalur
KELAS JALAN I, II, III, Khusus I I, II, III, Khusus 11, III I Khusus
SPESIFIKASI PENYEDIAAN Pesepeda
PRASARANA JALAN JALAN RAYA (JLR) JALAN SEDANG (JSD) JALAN KECIL (JKC) Motor
TIPE JALAN 8/2-T | 6/2-T | 4/2-T 2/2-TT 2/2-TT 1/2-TT 1/1-TT
JARAK ANTARBUKAAN LAJUR . . .
g PEMISAH paling dekat Pada jalan arteri 1,00 Km dan pada jalan kolektor 0,50 Km - - - -
o JARAK ANTARPERSIMPANGAN . . .
Z 31 - - - -
; é § SEBIDANG paling dekat Pada jalan arteri 3,00 Km dan pada jalan kolektor 0,50 Km
= = .
E % E SUPERELEVASI paling besar, % 8,00 8,00 8,00 8,00
3N E KELANDAIAN | Alinemen Datar 5,00 6,00 6,00 6,00
< g‘ ALINEMEN |Alinemen Bukit 6,00 7,00 10,00 12,00 12,00
o (I))ahng besar, |Alinemen 10,00 10,00 15,00 15,00 15,00
%o Gunung
. . Tanpa Tanpa
JENIS PERKERASAN paling kecil Berpenutup Berpenutup Tanpa penutup penutup penutup
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II. PERSYARATAN TEKNIS JALAN UNTUK RUAS JALAN DALAM SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER

FUNGSI JALAN Arteri, Kolektor, Lokal Lokal Arteri dan Kolektor Lokal Lokal dan Lingkungan Jalur
KELAS (PENGGUNAAN) JALAN I, II, III, Khusus II-1II I, II, III, Khusus II, III 111 Khusus
Pesepe
SPESIFIKASI PENYEDIAAN
PRASARANA JALAN JALAN RAYA JALAN SEDANG JALAN KECIL M((i)ilor
TIPE JALAN 8/2-T 6/2-T 4/2-T 4/2-TT 2/2-TT 2/2-TT 2/2-TT 1/1-TT
LEBAR JALUR LALU 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x
LINTAS, m Vp, KpJ 14,00 10,50 7.00 6.50 6.00 5.50 14,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 1,75
KAPASITAS
RENCANA, 25.00 | 24.00 | 22.00 | 21.00 | 18.00 | 11.10 | 6.00 | 3.00
SMP/Hari; paling Medan Datar 129.000 | 97.000 | 65.000 [ 61.000 | 59.000 | 55.000 | 51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.400
tinggi
KECEPATAN 30 - 25 - 20 - 20 - 20- | 20-
RENCANA, KpJ Medan Datar 60 -80 | 60-80 [60-80|50-60|45-60|40-60|30 -60 60 55 50 45 40 30 10 - 20
Bahu normal 1,00 1,00 0,50 0,25
Rekonstruk DTl LG 0,25 (untuk marka garis tepi dan tali air) 0,25 (untuk marka garis tepi dan tali air) 0.25
si Jalan dan Trotoar
isti Dengan .
LEBAR |cksisting g 2,00 (parkir paralel) s.d. . .
BAHU Eflzﬁb+Trotoar+P - 5,50 ([pecist sermn] 2,50 (parkir paralel) s.d. 5,50 (parkir serong) -
LUAR
paling Bahu normal 1,00 1,00 0,50 0,25
kecil, m
e LGEes 0,50 (untuk marka garis tepi dan tali air) 0,50 (untuk marka garis tepi dan tali air) 0,25
Jalan baru |dan Trotoar
Dengan :
Kereb+Trotoar+P - 0 ([ Paralel) e 2,50 (parkir paralel) s.d. 5,50 (parkir serong) -
) 6,50 (parkir serong)
arkir
. Lebar median = 9,00 m, termasuk lebar bahu dalam
Median
direndahk
LEBAR MEDIAN (Lw) irendanian Lebar bahu dalam = 1,00 m
paling kecil, m
(lebar median Untuk Vp < 60 Km/Jam, ada dua tipe:
termasuk lebar bahu - -
dalam, lebar marka Tipe 1: Lebar median = 1,50 m; terdiri dari 0,50 m
garis tepi termasuk Median bahu dalam kiri 0,50 m median ditinggikan setinggi
bahu dalam) ditinggikan kereb; dan 0,50 m bahu dalam kanan
Tipe 2: Lebar median = 1,80 m; terdiri dari 0,50 m
bahu dalam kiri, 0,80 m median yang dipakai lapak
penyeberang, dan 0,50 m bahu dalam kanan
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FUNGSI JALAN Arteri, Kolektor, Lokal Lokal Arteri dan Kolektor Lokal Lokal dan Lingkungan Jalur
KELAS (PENGGUNAAN) JALAN I, II, ITII, Khusus II - III I, II, III, Khusus II, III 111 Khusus
Pesepe
SPESIFIKASI PENYEDIAAN
PRASARANA JALAN JALAN RAYA JALAN SEDANG JALAN KECIL M((i)ilor
TIPE JALAN 8/2-T | 6/2-T | 4/2-T 4/2-TT | 2/2-TT 2/2-TT 2/2-TT |1/1-TT
Untuk Vp > 60 Km/Jam, ada satu tipe:
Lebar Median Total = 2,00; terdiri dari bahu dalam
kiri 0,75 m, median ditinggikan setinggi 1,10 m
berupa penghalang beton
0,50 m, dan bahu dalam kanan 0,75 m
LEBAR BADAN | Arter 32,00 | 25,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 16,50 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | - | - -
JALAN paling kecil,
m Kolektor 32,00 | 25,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 16,50 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | - - -
(lebar perkerasan
jalur lalu lintas Lokal 32,00 | 25,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 14,00 | 16,50 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 7,00 |5,50| 5,00 | 3,50
ditambah
0,25 m untuk .
menempatkan Lingkungan - - - - 16,50 | 9,50 | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 7,50 | 7,00 | 5,50 | 5,00 | 2,25
marka garis tepi)
RUMAJA Lebar, m 34,00 | 27,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 16,00 | 18,50 | 11,50 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 7,50 | 7,00 3,25
paling Tinggi, m 5,00 5,00 5,00
> kecil, m Dalam, m 1,50 1,50 1,50
S |rumwa | Rekonstruks 34,00 | 27,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 16,00 | 18,50 | 11,50 | 11,00 | 10,50 | 10,00 | 9,50 | 9,00 | 7,50 | 7,00 | 6,00
< . Jalan Eksisting
> |paling 11,0 [ 11,0
% kecil, m Jalan Baru 36,00 29,00 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 18,50 | 15,00 | 15,00 | 12,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 0’ 0’ 7,00
§ Arteri 15,00 15,00 10,00 B B
=l Kolektor 5,00 5,00 5,00
R Ly 3,00 3,00 3,00
= paling Jalan
o) kecil, m . 2,00 2,00 2,00
= Lingkungan
E Jembatan 100,00 100,00 100,00
5 LEBAR SA.LURAN TEPI JALAN 1,00 1,00 0,50 0,50
= paling kecil, m
E LEBAR AMBANG PENGAMAN 1,00 1,00 1,00
paling kecil, m
KEMIRINGAN NORMAL
PERKERASAN JALAN, % 2,00 - 4,00 2,00 - 4,00 2,00 - 4,00 2,00 - 4,00
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FUNGSI JALAN Arteri, Kolektor, Lokal Lokal Arteri dan Kolektor Lokal Lokal dan Lingkungan Jalur
KELAS (PENGGUNAAN) JALAN I, II, III, Khusus II-1II I, II, III, Khusus II, III 111 Khusus
Pesepe
SPESIFIKASI PENYEDIAAN
PRASARANA JALAN JALAN RAYA JALAN SEDANG JALAN KECIL Miilor
TIPE JALAN 8/2-T | 6/2-T | 4/2-T 4/2-TT] 2/2-TT 2/2-TT 2/2-TT [1/1-TT
KEMIRINGAN BAHU JALAN, 4,00 - 6,00 4,00 - 6,00 4,00 - 6,00
% 4,00 - 6,00
JARAK ANTARBUKAAN . . . i . . _
LAJUR PEMISAH paling Pada jalan arteri paling sedikit 1,00 Km dan pada jalan kolektor paling sedikit .
0,50 Km
dekat, m
5 |[JARAK
=, 3 1 |ANTARPERSIMPANGAN Pada jalan arteri 3,00 Km dan pada jalan kolektor 0,50 Km -
g < é SEBIDANG paling dekat, km
2 § g 0S/OUPERELEVASI paling besar, 8,00 8,00
3N
<g > |KELANDAI |Alinemen Datar 5,00 6,00 6,00 6,00
AN
T |ALINEMEN |Alinemen Bukit 6,00 7,00 10,00 12,00
alin i
bosor % éllllrrlliﬁegn 10,00 10,00 12,00 15,00
JENIS PERKERASAN paling kecil Berpenutup Berpenutup Berpenutup Tanpa penutup
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III. PERSYARATAN TEKNIS JALAN UNTUK RUAS JALAN BEBAS HAMBATAN

Status: Jalan Nasional/JBH /Jalan Tol

ANTARKOTA

KOTA

SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN

JALAN BEBAS HAMBATAN

JALAN BEBAS HAMBATAN

FUNGSI DAN KELAS PENGGUNAAN JALAN

Arteri (Kelas I, II, III, Khusus)

Arteri (Kelas I, II, III, Khusus)

Kolektor (Kelas I, II, III)

Kolektor (Kelas I, II, III)

TIPE JALAN PALING KECIL 8/2-T 6/2-T 4/2-T 8/2-T 6/2-T 4/2-T
LHRT DESAIN (SMP/Hari) < Nilai |Medan Datar < 156.000 <117.000 < 78.000 < 156.000 <117.000 < 78.000
tabel Medan Bukit < 153.000 < 115.000 < 77.000
(75% Kapasitas) Medan Gunung < 146.000 <110.000 < 75.000 )
KECEPATAN DESAIN, Vp, Medan Data}r 80 - 120 60 - 100
TRy - Medan Bukit 70 - 100 )
Medan Gunung 60 - 100
Vb < 80 KpJ 2 x 14,00 2 x 10,50 2 x 7,00 2 x 14,00 2x 10,50 2x7,00
LEBAR JALUR LALU LINTAS, m Vp > 80 KpJ 2 x 15,00 2x11,25 2x7,50 2 x 15,00 2x11,25 2x7,50
LEBAR BAHU LUAR paling kecil, m | Semua Medan 3,00 2,00
Median 9,00 dengan bahu dalam 1,0m untuk Vp<80KpdJ atau
direndahkan 1,50m untuk Vp>80KpJ )
2,80 untuk Vp < 80 Km/Jam, median ditinggikan setinggi |2,80; Untuk Vp < 80 Km/Jam, ditinggikan setinggi kereb
LEBAR MEDIAN paling kecil, m kereb dan dilengkapi rel pengaman. Ukuran sebagai dan dilengkapi rel pengaman. Ukuran sebagai berikut:
(lebar median termasuk lebar berikut: Lebar bahu dalam = 1,0 m;
kedua bahu dalam dan bangunan . Lebar bahu dalam = 1,00 m; Lebar bangunan pemisah setinggi kereb = 0,80 m.
. . . . | Median . . . _
median; Marka garis tepi berada di dtinestizan Lebar bangunan pemisah setinggi kereb = 0,80 m.
dalam bahu dalam) 3,80 untuk Vp > 80 Km/Jam, ditinggikan setinggi 1,10m 3,80; Untuk Vp > 80 Km/Jam, ditinggikan setinggi 1,10m
berupa penghalang beton. Ukuran sebagai berikut: berupa penghalang beton. Ukuran sebagai berikut:
Lebar bahu dalam = 1,50 m; Lebar bahu dalam = 1,50 m;
Lebar bangunan pemisah setinggi 1,10 m = 0,80 m. Lebar bangunan pemisah setinggi 1,10 m = 0,80 m.
BADAN JALAN paling kecil, m Arteri 37,30 30,30 23,30 35,30 28,30 21,30
untuk Vp < 80KpJ Kolektor 37,30 30,30 23,30 35,30 28,30 21,30
BADAN JALAN paling kecil, m Arteri 40,30 32,80 25,30 37,30 29,80 22,30
untuk Vp > 80KpJ Kolektor 40,30 32,80 25,30 37,30 29,80 22,30
. . Lebar, m 40,30 33,30 26,30 38,30 31,30 24,30
rl;UMAJA paling kecil, Tz, 5.00 5.00
PENAMPA Dalam, m 1,50 1,50
MEggT AN iUMUA el bl ) e 45,00 38,00 30,00 45,00 38,00 30,00
G JALAN RUWASJA paline kecil Arteri 15,00 atau sesuai kebutuhan 15,00 atau sesuai kebutuhan
m p g > | Kolektor 10,00 atau sesuai kebutuhan 10,00 atau sesuai kebutuhan
Jembatan 100,00 100,00
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Status: Jalan Nasional/JBH/Jalan Tol

ANTARKOTA

KOTA

SPESIFIKASI PENYEDIAAN PRASARANA JALAN

JALAN BEBAS HAMBATAN

JALAN BEBAS HAMBATAN

FUNGSI DAN KELAS PENGGUNAAN JALAN

Arteri (Kelas I, II, III, Khusus)

Arteri (Kelas I, II, III, Khusus)

Kolektor (Kelas I, II, III)

Kolektor (Kelas I, II, III)

LEBAR SALURAN TEPI JALAN paling

1,20 atau sesuai kebutuhan

1,20 atau sesuai kebutuhan

kecil, m
EEEIA };AMBANG PENGAMAN paling 1,00 atau sesuai kebutuhan 1,00 atau sesuai kebutuhan
KEMIRINGAN NORMAL PERKERASAN
JALAN, % 2,00 s.d. 3,00 2,00 s.d. 3,00
(I;OEMIRINGAN BAHU JALAN paling besar, 5.00 5.00
ALINEMEN | JARAK ANTARSIMPANG TAK SEBIDANG 500 500
HORIZONT | paling dekat, km ’ ’
AL SUPERELEVASI paling besar, % 8,00 8,00
Alinemen Datar 4,00 4,00
ALINEMEN KELANDAIAN . Alinemen Bukit 5,00 5,00
VERTIKAL ALINEMEN paling AL
besar, % mhemen 6,00 6,00
Gunung

JENIS PERKERASAN

Berpenutup Aspal/Beton

Berpenutup Aspal/Beton
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III. PERSYARATAN TEKNIS UNTUK BANGUNAN PELENGKAP JALAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI JALUR LALU LINTAS

Lintas Atas/Jalan Layang/ Elevated

KETENTUAN

panjang kurang dari
3.000 m;

- jembatan dengan
ketinggian pilar
kurang dari 40 m.

- jembatan gantung;

- jembatan beruji
kabel;

- jembatan dengan
ketinggian pilar di
atas
40 m;

- jembatan yang
memiliki
kompleksitas
struktur tinggi atau
memiliki nilai
strategis tinggi atau
didesain
menggunakan
teknologi baru.

Jembatan Road Terowongan
Persyaratan Teknis ( ti;i?iagk
Standar Khusus Standar Khusus . Khusus
Lintas Bawah/
Underpass)
MASA LAYAN, tahun 75 100 75 100 75 100
- panjang bentang — jembatan dengan total panjang total panjang lebih |panjang bagian |- panjang bagian
kurang dari 100 m; bentang paling sedikit | kurang dari 3.000 |dari 3.000 m tertutup tertutup lebih dari
- jembatan pelengkung 100 m; m kurang dari 200 m;
dengan bentang - jembatan pelengkung 200 m - terowongan jalan
kurang dari 60 m,; dengan bentang yang memiliki
- jembatan dengan total| paling sedikit 60 m; kompleksitas

struktur tinggi atau
memiliki nilai
strategis tinggi atau
didesain
menggunakan
teknologi baru.

KELENGKAPAN

sistem drainase, ruang penempatan utilitas, fasilitas pemeliharaan, trotoar, dan pagar

pengaman

sistem drainase, ruang penempatan

utilitas, sistem aliran udara buatan,

sistem penerangan Jalan umum, dan
fasilitas untuk keadaan darurat

PANJANG
KONSTRUKSI, m

5.000 - 10.000

5.000 - 10.000

minimal 500
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Persyaratan Teknis

TEMPAT : . . : .
BERHENTI FASILITAS . jalur evakuasi, B} evakuasi, ) jalur evakuasi,
DARURAT pemadam kebakaran, pemadam pemadam kebakaran,
dan air/hidran kebakaran, dan dan air/hidran
air/hidran

Lintas Atas/Jalan Layang/ Elevated

Jembatan Road Terowongan
Standar
Standar Khusus Standar Khusus . (termasuk Khusus
Lintas Bawah/
Underpass)

pintu darurat dengan

pintu darurat
dengan jalur

pintu darurat dengan

LEBAR BADAN JALAN

lebar badan Jalan pada bangunan pelengkap sama dengan lebar badan Jalan pada ruas Jalan yang dihubungkannya

TROTOAR, m

minimal 1,5 (jika
dibutuhkan)

minimal 0,5

minimal 1 (jika
dibutuhkan)

minimal 0,5 (jalan untuk maintenance)

KELANDAIAN MAKSIMUM

5%

KEMIRINGAN MELINTANG

minimal 2% pada permukaan perkerasan lantai bangunan pelengkap

JALAN PENDEKAT

PANJANG
MINIMUM, m

mengikuti persyaratan geometrik Jalan pada badan Jalan

KELANDAIAN
MAKSIMUM, %

mengikuti persyaratan geometrik Jalan pada badan Jalan

BAHU JALAN

Sistem Jaringan
Jalan Primer

mengikuti persyaratan geometrik Jalan pada badan Jalan

Sistem Jaringan
Jalan Sekunder

menggunakan lajur tepian dengan perkerasan berpenutup minimal 0,5 meter

RUANG BEBAS
VERTIKAL, paling
sedikit

untuk lalu lintas,
m

5,1

menyesuaikan hambatan yang dilewati

untuk air, m

0,5; untuk aliran yang dapat dikontrol/saluran
irigasi
(dihitung dari bearing jembatan)

1,0; untuk aliran yang tidak membawa hanyutan
(dihitung dari bearing jembatan)

1,5; untuk aliran yang membawa hanyutan
(dihitung dari bearing jembatan)

Menyesuaikan kebutuhan kapal yang melintas di
bawah jembatan

jdih.pu.go.id



-35-

Persyaratan Teknis

Lintas Atas/Jalan Layang/ Elevated

Jembatan Road Terowongan
Standar
Standar Khusus Standar Khusus . (termasuk Khusus
Lintas Bawah/
Underpass)

RUANG PENGAWASAN JALAN PADA
DAERAH ALIRAN SUNGAI paling
sedikit, m

100, arah hulu dan hilir

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

Plt. Kepala Biro Hukum,

Mardi Parnowivoto, S.H.

NIP. 19660511 200312 1002

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN PERENCANAAN
TEKNIS JALAN

I[. ILUSTRASI KONFIGURASI BADAN JALAN
TIPIKAL PENAMPANG MELINTANG DAN RUANG JALAN
JALAN RAYA 4/2-T, DENGAN MEDIAN DITINGGIKAN

DOt N Ruaﬂg L Ruang Milik Jalan -+~~~ ~ « ~ - L RN R
~~~~~ Perigawasan e,
'''''''''' SoJalan
***** [ hoe v e e
Ruang Manfaat Jalan TR PRSP
X e e e
¢! & | " R
1 | " DR
Y d c by a a bp e bp a by, c d Py
I I CBY
__,_rf—*ﬁ’f' R
Lapis Penutup e : : : : ,
_:'U Lapis Fondasi Atas (Drainage Blanket) N ::
Lapis Fondasi1 Bawah (Filter) B C I S I i
Legenda :
Notasi Keterangan Notasi Keterangan
a Lebar Jalur Lalu Lintas f Ruang Bebas
by, Lebar Bahu Luar g Marka
bp Lebar Bahu Dalam h, Tinggi Ruang Manfaat Jalan
c Lebar Saluran Tepi Jalan hy Kedalaman Ruang Manfaat Jalan
Lebar Ambang Pengaman P Pagar Jalan
c Lebar Bagian Median Yang Ditinggikan b4 Lebar Badan Jalan
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II. ILUSTRASI KONFIGURASI POTONGAN MELINTANG
SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER
JALAN SEDANG, 2/2-TT

m ROW N

1€ *

| i

Ambang Saluran Saluran Ambang
HEngam?un‘ Tepi Jalan __ Variasi __ Ruang Bebas Ruang Bebas __ Variasi __ Tepi Jalan E’Engameip

M M e ! i =< !

N
)

Badan Jalan

€ Paling Kecil 8,00 m 1

| |

| Bahu Luar Lajur Lalu - Lintas Lajur Lalu - Lintas Bahu Luar |

S Pafing Keal . 2.75-35m € 275-35m T
1,00 m 1.00m

RUMIJA

RUMIJA
- — Y

Lapis Penutup
€ Lapis Fondasi Atas (Drainage Blanket) N \/ ~

Lapis Fondasi Bawah (Filter) ,

Muka Air Tanah (M.A.T) Alternatif Drainage * |
/ Layer (Ket.2)
A T e g \
R R R R AR S T ey [

KETERANGAN :
1. Ruang bebas : \ /
a. Vrencana : 60 Km/Jam = 3,5 M ~ /

b. V rencana : 80 Km/Jam = 5,0 - 6,5 M
2. Lapis perkerasan untuk drainage layer disesuaikan dengan kondisi lapangan,
perubahan alternatif menentukan variasi koefisien drainase.
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III. ILUSTRASI KONFIGURASI POTONGAN MELINTANG
SISTEM JARINGAN JALAN SEKUNDER
JALAN SEDANG, 2/2-TT

ROW
. ‘
| i
| |
| !
Ambang Jalur Bghu Bahu Jalur Ambang |
Pengaman Trotoar Jalur Sepeda Hijau [yar Lajur Lalu - Lintas Lajur Lalu - Lintas Luar Hijau Jalur Sepeda Trotoar Pengaman
: Paling Kecil : Paling Kecil | |Paling' 2,75-3,5m - 2,75-3,5m 'Paling | | Paling Kecil : Paling Kecil :
! [ 1,85m ! 1,5m | Kecil | Il | Keeil | 1,5m ! 1,85 m [ !
[ [ ! ! [0,5m| ) 10,5m| ! ! [ |
| | : o i L i | | <
| ! ! i I I _ | >
i Kereb | | Kereb i Marka Marka — }; —Marka Marka | | Kereb i s
| | | |
| |

2 2-3%
——— |
R R TR R

T T BT —r
ﬂ’:"'fw %% ""“wfm'.:aﬂ'ﬁfc:%!o%ﬁ:%zﬁ’%ﬁ_
v v

Lapis Penutup
Lapis Fondasi Atas (Drainage Blanket)
//j"/ Lapis Fondasi Bawah (Filter) Outlet

TR

4

{

{

(

{

K

?
: /MY!
I

?f
/
&

|
g

£
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IV. ILUSTRASI KONFIGURASI POTONGAN MELINTANG
SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER, JALAN RAYA, 4/2-T,
DENGAN MEDIAN YANG DIRENDAHKAN (GALIAN)

RUMIJA

KETERANGAN :

1.

Ruang bebas :

: 60 Km/Jam = 3,5 M
:80Km/Jam =5,0-6,5M

: 100 Km/Jam = 6,5 M - 8,5 M

a. V rencana
b. V rencana
c. V rencana

Lapis Fondasi Atas
Dibungkus Geotextile

Separator Lapis Penutup

Lapis Fondasi Atas
(Drainage Blanket)

Muka Air Tanah (M.A.T)

Lapis perkerasan untuk drainage layer disesuaikan dengan kondisi lapangan,
perubahan alternatif menentukan variasi koefisien drainase.

Lapis Fondasi Bawah (Filter)

N

’

e
e
[
\
\
\
\
[
\
\
\
\
[
\
\
\
\
\
\
\

T
[
[
\
\
\
\
[
\
\
\
I

4_

Alternatif Drainage *
Layer (Ket.2)

Muka Tanah Asli

_ ROW N
g !
: ) Ruang Ruang ] :
[ Lereng Galian Saluran Bebas Medi Bebas Saluran Lereng Galian i
e e e =. N edian . b e »
| : r Paling Kecil 9 m “I : i [
‘ ; i i I !
\ B ' Badan Jalan N _ Badan Jalan ' N i I
: :"" Paling Kecil 8 m ': :‘ Paling Kecil 8 m ﬂ‘ : :
: : Lajur Lajur : : Lajur Lajur ! [ :
i Bahu Lalu  Lalu Bahu, Bahu Lalu  Lalu Bahu } i
‘ ILuar Lintas Lintas Dalam Saluran Dalam Lintas Lintas Luar! I !
: [ Paling 2.75-350m ; 2,75-3,50 m | Paling j Paling | 2,75-3,50 m . Paling ! :

! Kecil ! Kecil | | Kecil Kecil | :

"'1m lm i 1lm - 1m i

I

!

|

i

I

\\

RUMIJA
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V. ILUSTRASI KONFIGURASI POTONGAN MELINTANG
JALAN BEBAS HAMBATAN, JALAN ANTARKOTA, 4/2-T,
DENGAN MEDIAN YANG DITINGGIKAN (TIMBUNAN)

~ ROW R
i i
: Saluran Saluran :
i Tepi Jalan Lereng Timbunan Badan Jalan Lereng Timbunan Tepi Jalan i
: :" 'T" '”‘ i Paling Kecil 23,30 m "] :" 'T' | :
i i I I : Median : i I i i
i i [ [ i [ i i
1 I | | | ‘ Paling Kecil ‘ | I | I i
i i i i : i 28m i ! i i i i
: : : : i Lajur Lajur ! ' Lajur Lajur i : : : :
o | ' IBahu Lalu Lalu Bahu |Bahy Lalu Lalu Bahul _ | : .
| i i Rounding iLuar Lintas _Lintas Dalam|Dalam Lintas Lintas Luari Rm%ndmg i i :
| | | 1,5mlm. Pa.hng 350-375m .. 3.50-375m  Paling g 3,50-3,75m ;. 3,50-3,75m . Paling lml,5m| | | |
i i i ol I ii | Keail ! || | Kecil ! i | el | 1 I I i
i i i P Eyell il [ Tm Tm | il i3m0 i i i
oo i i : : : ! | Pemisah | ! i P ‘ o
P 1 b i | Jalur | i L i o
i i i P ! 0 Y ‘ 0 I P i i i
i i | 1l | | 1l 1 [
i i i i [ i i i
Rel Pengaman ' i | Marka i | i :| Marka |-~ i Rel Pengaman
| | |

g

. . 2 Te]

Lapis Fondasi Atas Lapis Penutup . A

Dibungkus Geotextile Lapis Fondasi Atas AN

= Separator (Drainage Blanket) N TweET - _E
E Lapis Fondasi Bawah (Filter) \\ = "
~~~~~~~~~~ i

Saluran Peluncur —/ T TTme————omTo X Material Timbunan \ Saluran Peluncur
Muka Tanah Asli ,/'—_ -\‘\\
/ Alternatif Dramage\\
Layer (Ket.2) \
KETERANGAN : Z
1. Ruang bebas:
a. Vrencana : 60 Km/Jam = 3,5 M '
b. V rencana : 80 Km/Jam = 5,0 - 6,5 M \\ /
c. Vrencana : 100 Km/Jam = 6,5M - 8,5 M AN e
2. Ruang bebas tidak diperlukan jika sudah digunakan rel pengaman. . i

3. Lapis perkerasan untuk drainage layer disesuaikan dengan kondisi lapangan,
perubahan alternatif menentukan variasi koefisien drainase.
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VI. ILUSTRASI KONFIGURASI POTONGAN MELINTANG
SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER, JALAN RAYA, 4/2-T,
PADA DAERAH TIKUNGAN (SUPERELEVASI)

ROW

- .
I =1

Ambang  Saluran Saluran Ambang
Pengaman Tepi Jalan vygarigsi Ruang Bebas Ruang Bebas Variasi Tepi Jalan Pengaman
" oo e o

Badan Jalan
Paling Kecil 14 m

™

T ———
. Paling Kecil .
I 1,50 m I
| |
| Pemisah |
| Jalur |
. !

| ‘0,50 m‘ |
I e = |

| | | |

Lajur Lajur Bahu Bahd Lajur Lajur :

". e
e ! |
i | i
! | Median :
| .
! : !
! ! I
| ! i
I ! !
i ! [
[ ! I
[ ! !
! | !
Bahu Luar Lalu - Lintas _ Lalu - Lintas E)ala:h Dalaﬂ] Lalu - Lintas _ Lalu - Lintas Bahu Luat

e 1 = 1 o e g
MPaling Kecil |  2,75-3,50m | 2,75-3,50m Paling “'Paling  2,75-3,50m || 2,75-3,50m  Paling Kecil |
| 100m Il | Kecil | | Kecil | 0 I 100m |
l 0,50 0,50 m i [ i
I | [ I i | - |

. | Marka Marka i TS,
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Lapis Penutup \ o
Lapis Fondasi Atas >4 - ~.
(Drainage Blanket)

Lapis Fondasi Bawah (Filter) / Alternatif Drainage
! Layer (Ket.2) \

KETERANGAN :
1. Ruang bebas:
a. V rencana : 60 Km/Jam = 3,5 M
b. V rencana : 80 Km/Jam = 5,0 - 6,5 M \
2. Lapis perkerasan untuk drainage layer disesuaikan dengan kondisi lapangan, . /
perubahan alternatif menentukan variasi koefisien drainase. ANy s
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VII. ILUSTRASI KONFIGURASI POTONGAN MELINTANG
SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER
JALAN SEDANG, 2/2-TT, DI JEMBATAN

Badan Jalan

e 3l
| Paling Kecil 8 m |
| Bahu . . . ] Bahu |
Trotoar | Luar Lajur Lalu - Lintas Lajur Lalu - Lintas Luar | Trotoar
0,5m 0,5m 0,5m 0,5m

| |
| |
| | 1
| |

Lantai Jembatan . ..
Utilitas Tipikal

D Minimal 4"

|
|
|
!
! Perkerasan Jalan
|
|
|
|

oyl Ll

" Paling Kecil | Paling Kecil 2,75-35m T 2,75-3,5m " Paling Kecil | Paling Kecil |
| ‘
|1 ‘
|1 ‘
|1 |
I |
H ‘
H ‘
I |
I ‘
[}

Marka
2
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